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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana tindak pidana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan dan bagaimana jenis-jenis tindak
pidana di bidang administrasi kependudukan
menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi
Kependudukan. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana di
bidang administrasi  kependudukan sesuai
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
yaitu pidana penjara dan pidana denda, sesuai
dengan jenis-jenis tindak pidana yang terbukti di
pengadilan dilakukan oleh pelakunya dan dalam
hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan
instansi pelaksana melakukan tindak pidana,
maka pejabat yang bersangkutan dipidana
dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu
pertiga) atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan
perundang-undangan. 2. Jenis-jenis tindak pidana
di bidang adminsitrasi kependudukan yang dapat
dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh
setiap orang/penduduk, badan hukum, pejabat
dan petugas pada penyelenggara dan instansi
pelaksana, meliputi tindakan: dengan sengaja
melakukan pemalsuan surat dan/atau dokumen
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atau mengubah, menambah, atau mengurangi isi
elemen data pada dokumen kependudukan dan
mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau
anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga
(KK) atau untuk memiliki KTP (Kartu Tanda
Penduduk) lebih dari satu. Tanpa hak mengakses
database kependudukan atau menyebarluaskan
Data Kependudukan dan mencetak, menerbitkan,
dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen
Kependudukan termasuk Pejabat dan petugas
pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang
memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau
melakukan pungutan biaya kepada Penduduk
dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen
Kependudukan.

Kata kunci: Ketentuan Pidana, Administrasi
Kependudukan.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap
pelaku tindak pidana di bidang administrasi
kependudukan merupakan bagian dari
penegakan hukum, khususnya hukum pidana
untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi
Kependudukan dari kemungkinan terjadinya
tindak pidana sebagaimana diatur dalam
ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-
undang ini.

Ancaman sanksi pidana diberlakukan untuk
mencegah terjadinya perbuatan pidana di bidang
adminsitrasi kependudukan dan sebagai bentuk
penghukuman apabila terjadi pelanggaran atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan yang berguna untuk
memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi
pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan
pidana yang sama.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan
kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan
Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan.
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Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada
Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian
kepastian hukum, dan perlindungan terhadap
Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin
pelaksanaan Undang-Undang ini dari
kemungkinan pelanggaran, baik administratif
maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana,
diatur juga ketentuan mengenai tata cara
penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi
Administratif dan Ketentuan Pidana.’

Pelanggaran atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
seperti pemalsuan data dapat menyebabkan
dokumen kependudukan tidak dapat dijadikan
bukti yang sah untuk melakukan
pengadministrasian dan pencatatan sesuai
dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Oleh karena itu pemberlakuan sanksi pidana
merupakan upaya untuk menjaga agar dokumen
kependudukan didasarkan pada data-data yang
akurat, jelas dan lengkap sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sesuai dengan latar belakang penulisan
sebagaimana telah diuraikan, maka penulis
mengambil judul “Ketentuan Pidana Di Bidang
Administrasi Kependudukan Menurut Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan?

2. Bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana di
bidang administrasi kependudukan
menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan?

5Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan I.
Umum.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif  mengkaji
kelembagaan hukum yang meliputi lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi
lainnya. Penelitian hukum normatif juga mengkaji
subjek hukum vyang meliputi badan hukum,
organisasi profesi hukum, pelaksana undang-
undang, aparat penegak hukum, profesional
hukum, kedudukan, fungsi dan peran subjek
hukum. ®  Penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian
hukum  normatif atau penelitian  hukum
kepustakaan (di samping adanya penelitian
hukum sosiologis atau empiris yang terutama
meneliti data primer).’

PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Di Bidang Administrasi

Kependudukan Yang Diatur Dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi
Kependudukan, Bab XII mengatur mengenai
Ketentuan Pidana. Pasal 93 Setiap Penduduk
yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau
dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam
melaporkan  Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.

Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan
dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan
manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen
data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam

®Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal. 104.

7Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta. 1995, hal. 13-14.
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Pasal 77 yang menyatakan: “Setiap orang
dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi
dan/atau melakukan manipulasi Data
Kependudukan dan/atau elemen data
Penduduk”, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 95 Setiap orang yang tanpa hak
mengakses database kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur
dalam Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, [.Umum, Negara
Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya
berkewajiban memberikan perlindungan dan
pengakuan atas status hukum atas Peristiwa
Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang
dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945  bertujuan  untuk
mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan
dengan terbangunnya database kependudukan
secara nasional serta keabsahan dan kebenaran
atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.?

Pasal 95A Setiap orang yang tanpa hak
menyebarluaskan Data Kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3)
dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (la) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

8Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan, [.Umum.
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, .Umum,
Administrasi  Kependudukan sebagai suatu
sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat
memberikan pemenuhan atas hak-hak
administratif penduduk dalam pelayanan publik
serta memberikan perlindungan yang berkenaan
dengan penerbitan Dokumen Kependudukan
tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui
peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.
Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan
merupakan  bagian dari  upaya  untuk
mempercepat serta  mendukung  akurasi
terbangunnya database kependudukan di
kabupaten/kota, provinsi maupun database
kependudukan  secara  nasional. = Dengan
penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak
dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih
dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya,
mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat
kode keamanan dan rekaman elektronik data
penduduk yang antara lain berupa iris mata
maupun sidik jari Penduduk.’

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, l.Umum, Dengan
penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-
el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni
berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup,
sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen
data Penduduk dan berubahnya domisili
Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh
kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan
publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah
maupun swasta serta diperolehnya penghematan
keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya database
kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal
pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data
Kependudukan baik bagi petugas pada

° Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan, l.Umum.
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Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan
Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan
penerapan sanksi administratif bagi Penduduk
maka agar lebih mencerminkan tidak adanya
diskriminatif sesama Penduduk maka perlu
penyesuaian akan besarnya denda administratif
baik penduduk warga negara Indonesia maupun
bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk
mendorong tertib Administrasi Kependudukan
serta  menghilangkan  diskriminatif = dalam
pelayanan penerbitan dokumen kependudukan,
namun agar lebih mendorong iklim investasi ke
Indonesia.™

Pasal 95B Setiap pejabat dan petugas pada
desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang
memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau
melakukan pungutan biaya kepada Penduduk
dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 96 Setiap orang atau badan hukum yang
tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau
mendistribusikan blangko Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf (f) dan huruf (g) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah), sebagaimana diatur Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 96A Setiap orang atau badan hukum
yang tanpa hak mencetak, menerbitkan,
dan/atau mendistribusikan Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

10 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan, [.Umum.

miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 97 Setiap Penduduk yang dengan

sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala

keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)

atau untuk memiliki KTP lebih dari satu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah),

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan.

Pasal 98 ayat:

(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94,
pejabat yang bersangkutan dipidana dengan
pidana yang sama ditambah 1/3 (satu
pertiga).

(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada
Penyelenggara dan Instansi  Pelaksana
membantu  melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95,
pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai
dengan ketentuan undang-undang. (Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan).

Pasal 99 Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95,
Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana
Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum
yang berlaku mengenai ketentuan-ketentuan
pidana di bidang administrasi dan kependudukan
sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi
Kependudukan, ternyata tidak hanya
diberlakukan bagi setiap orang atau pendudukan
dan badan hukum, tetapi juga terhadap pejabat
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dan petugas pada penyelenggara dan instansi
pelaksana administrasi dan kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi
Kependudukan, bermaksud untuk memberikan
kepastian hukum adanya perlakuan yang sama
bagi setiap orang termasuk pejabat atau petugas
pada penyelenggara dan instansi pelaksana
administrasi dan kependudukan yang apabila
terbukti melakukan tindak pidana harus
dikenakan sanksi pidana dan ditambah 1/3 (satu
pertiga) dari ancaman pidana sesuai dengan
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, dijelaskan dalam rangka mencapai tujuan
nasional sebagaimana tercantum dalam alinea
ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),
diperlukan ASN vyang profesional, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme, mampu
menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran
sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan
nasional seperti tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara hukum ialah negara yang susunannya
diatur dengan sebaiknya-baiknya dalam undang-
undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat
pemerintahannya didasarkan pada hukum.
Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang
bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu
ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-
orang tetapi oleh undang-undang (state not
governed by men, but by laws). Oleh karena itu di
dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin
sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara,
sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus
dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat
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kepada segala peraturan pemerintah dan
undang-undang negara.'

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti
sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau hukum
harus ditaati agar tidak berlaku sewenang-
wenang, baik dalam arti tindakan yang
melampaui batas kewenangan, bertindak tidak
sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya
atau bertindak sewenang-wenang.*

Pemahaman kekuasaan dalam aspek hukum,
dimaknai sebagai sebuah wewenang, tetapi
kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah suatu
kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri, melainkan
keberadaan kekuasaan tidak dapat dipisah dari
lembaganya. Oleh karena itu, kekuasaan dalam
arti  wewenang dikatakan sebagai suatu
kekuasaan yang telah dilembagakan.”

Dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik (good governance) menghendaki adanya
akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan rule
of law, sementara pemerintahan yang bersih
menuntut terbebasnya praktek yang
menyimpang (mal-administration) dari “etika
administrasi negara” sedangkan pemerintah yang
berwibawa menuntut adanya ketundukkan,
ketaatan dan kepatuhan (complence) rakyat
terhadap undang-undang, pemerintah dan
kebijakan pemerintah, 14 sedangkan
pemerintahan yang berwibawa berkaitan dengan
“ketaatan, kepatuhan dan ketundukkan
masyarakat kepada pemerintah, peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah. Ketaatan, kepatuhan dan
ketundukan masyarakat, sering muncul atau
ditemukan karena pemerintah menggunakan
“otoritas kekuasaan” yang mereka miliki.">

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang
Adminsitrasi Kependudukan Menurut

Y. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 1-2.
*2 Ibid, hal. 2.

* Ibid, hal. 5.

1 Hj. Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan
Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen
Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good
Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Cetakan |. Mandar
Maju Bandung, 2004, hal. 17.

"> Ibid, hal. 17.
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi
Kependudukan, mengatur mengenai Jenis-jenis
tindak  pidana di  bidang  adminsitrasi
kependudukan dalam Pasal 93 sampai dengan
Pasal 99.

Perbuatan-perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi
kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penduduk vyang dengan sengaja
memalsukan surat dan/atau dokumen kepada
Instansi  Pelaksana  dalam  melaporkan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 93
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.

Pemalsuan, falsificatie, vervalsing, yaitu:

perbuatan mengubah atau meniru dengan

menggunakan tipu muslihat  sehingga
menyerupai aslinya.’® Palsu; 1) Tidak tulen;
tidak sah; lancing; 2) sumbang; 3) Tiruan,
gadungan; 4) Curang; tidak jujur.’” Pemalsuan
berasal dari kata dasar Palsu yang dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya

tiruan.'®

2. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau
memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi
Data Kependudukan dan/atau elemen data
Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 yang menyatakan: “Setiap orang dilarang
memerintahkan dan/atau memfasilitasi
dan/atau  melakukan  manipulasi  Data
Kependudukan dan/atau elemen data
Penduduk”, sebagaimana diatur dalam Pasal
94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¥ Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 112.

1 Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta,
2009, hal. 337.

'8 Balai Pustaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3,
Jakarta, 2001, hal. 817.

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.

. Setiap orang yang tanpa hak mengakses

database kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau
Pasal 86 ayat (1) sebagaimana diatur dalam
Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
(1a) sebagaimana diatur dalam Pasal 95A
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.

. Setiap pejabat  dan petugas pada

desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang
memerintahkan dan/atau memfasilitasi
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada
Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan
Dokumen Kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79A sebagaimana
diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan.

. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa

hak mencetak, menerbitkan, dan/atau
mendistribusikan blangko Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf (f) dan huruf (g) sebagaimana
diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan.

. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa

hak mencetak, menerbitkan, dan/atau
mendistribusikan Dokumen Kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf (c) sebagaimana diatur dalam Pasal 96A
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.

. Setiap Penduduk vyang dengan sengaja

mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga
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atau anggota keluarga lebih dari satu KK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat

(1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat

(6) sebagaimana diatur dalam Pasal 97

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan,

Pasal 98 ayat:

(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94,
pejabat yang bersangkutan dipidana dengan
pidana yang sama ditambah 1/3 (satu
pertiga).

(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
membantu  melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95,
pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai
dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 99: Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95,
Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana
Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan-ketentuan hukum vyang berlaku
sebagaimana diatur dalam Pasal 93 sampai
dengan 99 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, maka dapat dipahami tindak
pidana administrasi dan kependudukan dapat
saja dilakukan oleh: setiap orang/penduduk,
badan hukum, Pejabat dan petugas pada
penyelenggara dan instansi pelaksana.

Jenis-jenis tindak pidana administrasi dan
kependudukan yang dilakukan dengan sengaja
atau tanpa hak terdiri dari:

1. Dengan sengaja melakukan pemalsuan surat
dan/atau dokumen;

2. Memerintahkan dan/atau memfasilitasi
dan/atau  melakukan  manipulasi Data
Kependudukan dan/atau elemen data
Penduduk;
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3. Setiap orang vyang tanpa hak mengakses
database kependudukan;

4. Setiap orang yang tanpa hak
menyebarluaskan Data Kependudukan;

5. Setiap pejabat dan petugas pada
desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang
memerintahkan dan/atau memfasilitasi
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada
Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan
Dokumen Kependudukan ;

6. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa
hak mencetak, menerbitkan, dan/atau
mendistribusikan blangko Dokumen
Kependudukan;

7. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa
hak mencetak, menerbitkan, dan/atau
mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

8. Setiap Penduduk vyang dengan sengaja
mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga
atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau
untuk memiliki KTP lebih dari satu;

Pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan
Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan
sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen
kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
dan memerintahkan dan/atau memfasilitasi
dan/atau melakukan manipulasi Data
Kependudukan dan/atau elemen data Pendudulk,
sebagaimana dimaksud Pasal 94 dan Pejabat dan
petugas pada Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana melakukan tindak pidana dipidana
dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu
pertiga).

Apabila pejabat yang tanpa hak mengakses
database kependudukan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 95, pejabat yang dan setiap pejabat
dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan,
UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana
yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada
Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan
Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79A, sebagaimana diatur dalam Pasal
95B, maka dalam hal pejabat dan petugas pada
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan

dipidana sesuai dengan ketentuan undang-

undang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi
Kependudukan, Pasal 99: Tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94,
Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak
pidana Administrasi Kependudukan.

Sebagai upaya hukum untuk melakukan
pencegahan terjadinya tindak pidana di bidang
administrasi dan kependudukan, maka diperlukan
koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan
administrasi kependudukan oleh pejabat yang
dtelah  diberikan  kewenangan  melakukan
pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, yaitu:

1. Pemerintah melalui Menteri berwenang
menyelenggarakan Administrasi
Kependudukan secara nasional;

2. Pemerintah  provinsi  berkewajiban dan
bertanggung jawab menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan (Gubernur);

3. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan
bertanggung jawab menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan (Bupati dan
Walikota).

Indonesia adalah negara hukum, dan salah
satu unsur negara hukum vyaitu adanya
pembagian kekuasaan dalam negara pembagian
hukum, sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri
M, bahwa ada 4 unsur penting dari negara
hukum Indonesia sebagai berikut:

1. Pemerintahan (dalam arti luas) dalam
melaksanakan tugas kewajibannya harus
berdasarkan hukum baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis;

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia (dan warganya);

3. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-
badan peradilan);

4. Adanya pembagian kekuasaan (distribution of
powers) dalam negara.™®
Jika pemerintah tidak memiliki legalitas untuk

melakukan suatu tindakan, berarti pemerintah
tidak boleh bertindak untuk menanggulangi suatu
urusan. Dalam praktik penyelenggaraan negara
modern dewasa ini, keadaaan seperti ini tentu
saja tidak boleh terjadi karena hal itu akan
menimbulkan masalah yang sangat serius bagi
kelangsungan hidup (eksistensi) bangsa dan
negara.”

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain,
yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan,
harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan.
Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan
yang terlarang berikut berbagai aklibat/sanksi
hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan
mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan
masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-
badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa
yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu.
Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang
mengandung perintah, larangan dan kebolehan
yang harus ditaati oleh setiap orang.”

Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik I. Umum, maka
dapat dipahami konsepsi sistem pelayanan
publik, khususnya di bidang administrasi
kependudukan harus dilaksanakan oleh:

1. Suatu sistem pemerintahan yang mendukung
terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik
yang prima dalam rangka memenuhi
kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga
negara atas barang publik, jasa publik, dan
pelayanan administratif.

2. sistem pelayanan publik didasarkan pada nilai,
persepsi, dan acuan perilaku yang mampu
mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga

19Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan Daerah
di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun
2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal. 32.
 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan
Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,
Erlangga, Jakarta. 2010, hal. 36.

2 Wawan Muhwan Hariri, Op.Cit hal. 20.
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masyarakat memperoleh pelayanan sesuai
dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan
pidana di bidang administrasi
kependudukan sesuai Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
yaitu pidana penjara dan pidana denda,
sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana
yang terbukti di pengadilan dilakukan oleh
pelakunya dan dalam hal pejabat atau
petugas pada penyelenggara dan instansi
pelaksana melakukan tindak pidana, maka
pejabat yang bersangkutan dipidana
dengan pidana yang sama ditambah 1/3
(satu pertiga) atau sesuai dengan
ketentuan-ketentuan perundang-
undangan.

2. Jenis-jenis tindak pidana di bidang
adminsitrasi kependudukan yang dapat
dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan
oleh setiap orang/penduduk, badan
hukum, pejabat dan petugas pada
penyelenggara dan instansi pelaksana,
meliputi  tindakan: dengan  sengaja
melakukan pemalsuan surat dan/atau
dokumen atau mengubah, menambah,
atau mengurangi isi elemen data pada
dokumen kependudukan dan
mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga
atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu
Keluarga (KK) atau untuk memiliki KTP
(Kartu Tanda Penduduk) lebih dari satu.
Tanpa hak mengakses database
kependudukan atau menyebarluaskan Data
Kependudukan dan mencetak,
menerbitkan, dan/atau mendistribusikan
blangko Dokumen Kependudukan
termasuk Pejabat dan petugas pada
desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang
memerintahkan dan/atau memfasilitasi
dan/atau melakukan pungutan biaya
kepada Penduduk dalam pengurusan dan
penerbitan Dokumen Kependudukan.
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B. Saran

1. Tindak pidana di bidang administrasi
kependudukan yang melanggar aturan ini
perlu diterapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi
setiap orang/penduduk, badan hukum
maupun pejabat dan petugas pada
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang
melakukan tindak pidana untuk
menimbulkan efek jera terhadap pelaku
dan bagi pihak-pihak lain tidak melakukan
kembali perbuatan yang sama dan
merupakan tindak pidana administrasi dan
kependudukan.

2. Jenis-jenis tindak pidana di bidang
adminsitrasi  kependudukan diperlukan
koordinasi untuk melakukan pengawasan
atas penyelenggaraan administrasi
kependudukan oleh pemerintah,
pemerintah provinsi dan kebupaten kota
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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